
 

 

WALI KOTA BALIKPAPAN 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

RANCANGAN 

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN 

NOMOR ... TAHUN 2025 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BALIKPAPAN, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 273 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 

II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 



Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 

1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 

Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312);  

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 



Tahun 2025-2029; 

8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Balikpapan. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan. 

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 

Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan 

pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, 

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing 

Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 

(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa 

jabatan Kepala Daerah. 

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-

PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 

(lima) tahun. 



9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD 

adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun yang disusun berpedoman pada Renstra-PD dan RKPD. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran 

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra-PD. 

12. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro 

pembangunan dan indikator kinerja kunci. 

13. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah ukuran 

keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh 

perangkat daerah. 

14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang 

selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang 

melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, 

dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. 

 

BAB II 

RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2 

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen 

perencanaan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan 

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

Wajib dan/atau Urusan Pemerintaha Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi 

setiap Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.  

(3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam 

menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan 

rancangan RKPD.  

BAB III 

SISTEMATIKA  

Pasal 3 

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

a. BAB I  : Pendahuluan; 



b. BAB II  : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis 

Perangkat Daerah; 

c. BAB III  : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan; 

d. BAB IV  : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja 

Penyelenggaraaan Bidang Urusan; dan 

e. BAB V  : Penutup. 

(2) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.  

 

BAB IV  

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 4 

(1) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap 

penyusunan kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap 

penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.   

(2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.  

(3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra 

Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala BAPPEDA.  

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ditetapkan di Balikpapan 

pada tanggal  ... 

WALI KOTA BALIKPAPAN,  

Ttd. 

 

              RAHMAD MAS’UD 

 

Diundangkan di Balikpapan 

pada tanggal  

SEKRETARIS DAERAH KOTA 

BALIKPAPAN, 

 td. 

                    MUHAIMIN 

 

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ... NOMOR ... 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

ELYZABETH E.R.L. TORUAN 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN 

NOMOR … TAHUN 2025 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 

TAHUN 2025-2029 

 

I. UMUM 

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 273 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 25 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk dan menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Cukup jelas 

 


